
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1223, 2012 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. 
Tata Naskah Dinas. Pelaksanaan. Pedoman. 

 
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR PM.133/UM.001/MPEK/2012 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN TATA NASKAH DINAS 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas dan 
adanya perubahan organisasi dan tata kerja yang semula 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menjadi 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dipandang 
perlu untuk mengganti Peraturan Menteri Kebudayaan 
dan Pariwisata Nomor PM.51/UM.001/MKP/2007 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di lingkungan 
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata; 

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman 
Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan 
Kementerian Pariwisatadan Ekonomi Kreatif; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5071); 
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2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang 
Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang 
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4012); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5035); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011; 

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil 
Menteri; 

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Tata NaskahDinas; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 
2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 
Yang Disempurnakan; 
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12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 

13. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 
PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TATA 
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. 

Pasal 1 
Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
PeraturanMenteri ini. 

Pasal 2 
Seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif wajib melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di 
Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1. 

Pasal 3 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.51/UM.001/MKP/2007 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen 
Kebudayaan dan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 13 November 2012 
MENTERIPARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
MARI ELKA PANGESTU 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 6 Desember 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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